
 

 

 

B U P A T I   H U L U   S U N G A I   S E L A T A N 

 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 

NOMOR   010   TAHUN   2010 
 

TENTANG 

 

INSTANSI PELAKSANA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, dipandang perlu menetapkan Instansi Pelaksana 
Urusan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4194); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4736); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan  Nomor 01). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSTANSI PELAKSANA URUSAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah 
daerah. 

3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dinas 
Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan 
dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan 
informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain. 

8. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertanggung 
jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 

 

 

BAB  II 
PENYELENGGARAAN URUSAN 

 
Pasal  2 

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi 
Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi: 

a.  Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

b.  Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; 

c.  Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; 

d.  Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

e.  Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan; 

f.  Penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi 
Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 

g.  Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten; dan 

h.  Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

 

Pasal 3 

Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana. 

 

BAB  III 
INSTANSI PELAKSANA 

 
Pasal 4 

Instansi Pelaksana urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten adalah Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
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Pasal 5 

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana berwenang: 

a.  Melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama 
berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang 
dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan 

b.  Melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama 
mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan 
database kependudukan. 

 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai 
tugas: 

a.  Menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan 
pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan; 

b.  Meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana yang 
berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil; 

c.  Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan 
kewenangan UPTD Instansi Pelaksana; dan 

d.  Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa. 

 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana: 

a.  Melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama kabupaten dalam memelihara hubungan 
timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada Instansi vertikal dan UPTD Instansi Pelaksana; 

b.  Melakukan koordinasi dengan instansi terkait kabupaten dalam penertiban pelayanan Administrasi 
Kependudukan; 

c.  Meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia diluar negeri melalui 
Bupati; dan 

d.  Melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait. 

 

 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 8 

 

(1) Memberlakukan sebutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
untuk Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

(2) Peraturan Bupati ini ditetapkan mendahului sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

 

BAB  V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal   9 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

    

   Ditetapkan di Kandangan 

   pada tanggal  15 Mei 2010 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

  Cap 

 

Ttd, 

MUHAMMAD  SAFI’I 

 

 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal  15 Mei 2010 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

 

 

ACHMAD FIKRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 152 

 

 


